BAB I1
KAJIAN TEORI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
A. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tanggung jawab memang seringkali terasa sulit untuk
menerangkannya dengan tepat. Ada kalanya tanggung jawab dikaitkan dengan
keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan
kesedihan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk
tanggung jawab ini menyebabkan terasa sulit merumuskannya alam bentuk kata-
kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau diamati lebih jauh,
pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan,
kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan. Dalam
kebudayaan, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk
"menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan
untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam
rangka menjawab suatu persoalan.

Pertanggungjawaban pidana atasan terhadap perbuatan yang dilakukan
oleh bawahan dalam ranah pidana terkait dengan vicarious liability. Romli
Atmasasmita mengemukakan vicarious liability adalah suatu
pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan

orang lain.
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Pertanggungjawaban demikianmisalnya terjadi dalam hal perbuatan-
perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup
pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang
menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau
bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian vicarious liability ini,
walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak
mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat
dipertanggungjawabkan. Vicarious liability tidak mensyaratkan adanya mens rea
atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana.

Muladi dan Dwidja menjelaskan tentang contoh kasus yang dapat
diterapkan doktrin vikarius yaitu:

X, seorang pemilik tempat menjual makanan dan minuman
telah melarang Y (manager rumah makan/minum tersebut)
untuk mengizinkan atau menyediakan pelacuran di tempat itu,
tetapi Y telah melanggarnya. X tetap dapat dituntut dan
dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangannya antara lain
dikonstruksikan ebagai berikut: “X telah mendelegasikan
kewajibannya kepada Y sebagaimanager. la telah
melimpahkan pelaksanaan dari kebijaksanaan tindakan di
bidang perdagangan itu kepada manager, ini berarti hanya ada
suatu kesimpulan yaitu bahwa pengetahuan si manager adalah
pengetahuan dari si pemilik rumah makan/minum itu”. Lain
halnya apabila misalnya X sebagai pemilik restoran telah
menyatakan kepada pelayannya Y, untuk tidak menjual
minuman keras kepada orang-orang yang tidak membeli
makanan. Dalam hal Y, si pelayan, tetap melanggar, X tidak
dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran UU Lisensi.

B. Tindak Pidana Narkotika
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Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh
tertentu bagi orang-orang yang menggunakanya, yaitu dengan cara memasukan
ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah narcotics
pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug yaitu sejenis
zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh
tertentu pada tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut dapat berupa:

1. Mempengaruhi kesadaran.
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
a) Penenang
b) Perangsang (bukan rangsangan sex)
¢) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak dapat membedakan antara
khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaanya
ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.
Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis
zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran
Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika
berkembang pula cara pengolahanya, namum belakangan diketahui pula bahwa
zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si

pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obatan narkotika itu.
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Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si
pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa
disembuhkan.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam
bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa:

“Perkataaan narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”,

yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”

Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi
tentang narkotika sebagai berikut:

“Narcotic are drugs which product insensibility or

stuporduce to their depressant offer on the central nervous

system, included in this definition are opium-opium derivatifis

(morphine, codein, methadone).”
Artinya ialah:

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan

ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut

bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral, dalam definisi

narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari

candu (morphine, codein, methadone).

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku
“Narcotic Identification Manual”, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso,

Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa yang dimaksud narkotika ialah:
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Candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil

dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein,

hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang

menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam

Hallucinogen dan Stimullant.

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata
materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka
diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan
upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan
upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di
bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu
pengetahuan namum disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat
merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan
penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan,
maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara
hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika

secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.
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Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1997 tentang Narkotika, menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana
narkotika melalui ancaman sangsi pidana yaitu berupa pidana penjara, pidana
seumur hidup atau pidana mati. Disamping itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan
pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Mengenai cara untuk lebih mengefektitkan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan
Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. BNN tersebut
merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi
melakukan koordinasi. Dalam undang-undang ini BNN tersebut di tingkatkan
menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat
kewenanganya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, BNN
juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi, dan kabupaten atau kota sebagai

instansi vertikal yakni BNN Provinsi dan BNN Kabupaten atau Kota.
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Secara terminologi, beberapa pengertian yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

1.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,
yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran,  hilangnya  rasa, mengurangi  sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.
Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau
bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan
narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana
terlampir dalam undang-undang ini.

. Produksi adalah kegiatan atau proses meyiapkan, mengolah,

membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau
tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari
sumber alami atau sintesis kimia atau gabunganya,
termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.
Impor adalah kegiatan memasukan narkotika dan prekursor
narkotika ke dalam daerah pabean.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan
prekursor narkotika dari daerah pabean

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan
secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan
sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih
yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,
melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,
menyuruh,  menganjurkan, memfasilitasi,  memberi
konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan
narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana
narkotika.

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan
penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap
pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan komunikasi,
yang dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi
elektronik lainya.

Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan
oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas tiga
otang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu
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dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu
tindak pidana.
10.Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan

atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum.

Undang-undang tentang narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan berasaskan:

Asas Keadilan.

Asas Pengayoman.

Asas Kemanusiaan.
Asas Ketertiban.

Asas Perlindungan.
Asas Keamanan.

Asas Nilai- nilai ilmiah.
Asas Kepastuan Hukum.

PN R WD~

Adapun tujuan dibuatnya undang-undang narkotika di Indonesia ini
adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa
Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika.

4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial
bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam undang-undang ini, meliputi
segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika
dan prekursor narkotika. Pengaturan narkotika ini, digolongkan ke dalam:

1. Narkotika Golongan 1 : adalah narkotika yang paling

berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan

ketergantungan. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan
apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
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Contohnya seperti ganja, morphin, putauw adalah heroin
tidak murni berupa bubuk.
2. Narkotika Golongan II : adalah narkotika yang memiliki
daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan
penelitian. Contohnya petidin dan turunanya, benzetidin,
betametadol
3. Narkotika Golongan III : adalah narkotika yang memiliki
daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk
pengobatan dan penelitian. Contohnya codein dan
turunanya.
Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I
dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah
terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic,

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1955
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Berdasakan Undang — Undang No.12 Tahun 1995 Pemasyarakatan
adalah  “kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan sistem,kelembagaan, dan cara pembinaan yang
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan

pidana”.
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Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan
merupakan tempat untuk mencapai tujuan pendidikan, rehabilitasi dan
reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut yang
menjalankan tugas pembinaan, petugas ditetapkan sebagai pejabat
fungsional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan diperlukan
keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dengan sikap bersedia menerima
kembali bekas pidana.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap
para pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk
mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga
Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Menteri Hukum dan HAM
Hamid Awaludin mengatakan bahwa “pemasyarakatan adalah suatu proses
pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan
untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya”.

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai
dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU. No. 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan itu
menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan
yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan
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sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam
tata peradilan pidana.

b. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai
arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan  berdasarkan Pancasila yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang
dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai
warga yang baik dan bertanggung jawab.

c. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dengan dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem
pemasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia,
disamping mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat (reintegrasi
sehat) mengandung pula pengertian yang lebih luas yaitu juga berfungsi
pencegahan terhadap kejahatan. Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah
pemasyarakatan. Sehingga sistem pemasyarakatan tersebut masih tetap
berjalan dan terus mengalami perubahan-perubahan sampai dengan sekarang
namun perkembangan tersebut harus tetap sesuai dengan visi dan misi
lembaga pemasyarakatan itu sendiri yaitu untuk menyiapkan para narapidana
kembali ke masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan
Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian,

menurut Sahardjo ialah :
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a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan
sebagai manusia.
b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada
orang yang hidup diluar masyarakat.
c. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan
bergerak, jadi perlu diusahakannya supaya narapidana
mempunyai mata pencaharian.
Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 ketentuan pasal -

Pasal yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan diatur pada Pasal 1

angka 2, Pasal 2, dan Pasal 5 yaitu :

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:
“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai
arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki
diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 2 menyatakan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi
manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki
diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat
diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif
berperan dalam pembangunan,dan dapat hidup secara

wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 5 menyatakan bahwa:
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Sistem  pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan
berdasarkan asas :
a. Pengayoman

b. persamaan perlakuan dan pelayanan

c. Pendidikan

d. Pembimbingan

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya

penderitaan

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan

keluarga dan orang — orang tertentu.

Tekhnik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya
dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian
besar dipidanakan 1 tahun keatas, usaha ini dilaksanakan terus menerus
bertahap-tahap secara progressif terhadap tiap narapidana yang bersangkutan
dari saat masuk sebagai narapidana hingga sampai bebasnya. Bila dilihat
secara umum tahap - tahap pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai
dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatannya secara
administrasi, yang disusul dengan observasi atau identifikasi mengenai
pribadinya secara lengkap oleh suatu dewan pemasyarakatan, setelah selesai
kemudian ditentukan bentuk dan cara perlakuan (freatment) yang akan
ditempuh, penempatannya untuk tinggal, pekerjaan yang diberikan,
pendidikan-pendidikan atau pelajaran-pelajaran yang akan ditempuhnya,
disamping diberikan keterangan-keterangan tentang hak dan kewajibannya
serta tata cara hidup dalam lembaga.

Disamping itu Pemasyarakatan juga dinyatakan sebagai suatu sistem

pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu
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pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial
atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan
dengan masyarakat. Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah
dilakukannya. Kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar
untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses
pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri
serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Prinsip-prinsip
pokok yang menyangkut dasar perlakuan terhadap warga binaan dan anak
didik yang dikenal dengan nama Sepuluh (10) Prinsip Pemasyarakatan:

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat
menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat

yang baik dan berguna.

b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam
negara.

c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka
bertobat.

d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih
buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para
narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan
tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak
didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi
kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-
waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan
pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha
peningkatan produksi.

g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada
narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang
tersesat adalah manusia, dan mereka harus
diperlakukan sebagai manusia.
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i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang
kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat
mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif
dalam Sistem Pemasyarakatan.
Warga Binaan Pemasyarakatan

Para warga binaan harus dididik, diasuh dibimbing dan diarahkan
pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya
maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali
kemasyarakat. Adapun warga binaan pemasyarakatan yaitu terdiri atas:

a. Narapidana.

b. Orang-orang yang ditahan untuk sementara.

c. Orang-orang yang disandera.

d. Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah

walaupun tidak menjalani pidana.

Dari kriteria warga binaan pemasyarakatan tersebut maka terhadap
warga binaan khususnya dilakukan penggolongan dalam beberapa kelas
yang menurut Pasal 50 Reglement penjara, bahwa orang hukuman tersebut
dapat dibagi dengan 4 kelas yaitu:

a. Kelas I 1ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana

penjara seumur hidup, mereka yang telah dijatuhi
pidana sementara, akan tetapi sulit untuk dapat dikuasai
atas sifat-sifatnya yang bukan hanya bagi pegawai
penjara.

b. Kelas II  ialah narapidana yang dihukum penjara

sementara yang lebih dari tiga bulan penjara yakni
apalagi narapidana yang dipandang tidak perlu untuk
dimasukkan ke dalam golongan kelas |

c. Kelas III ialah narapidana yang semula termasuk
golongan kelas I yang karena selama 6 (enam) bulan
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berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik,
hingga perlu dipidanakan kegolongan kelas III.

d. Kelas IV ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana
penjara kurang dari tiga bulan, mereka ini tidak boleh
ditempatkan dalam satu bangunan yang sama dimana
lain-lain warga binaan telah ditempatkan seperti
tersebut di atas.

Selain itu macam-macam warga binaan pemasyarakatan menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diatur pada Pasal 1 point ke 5, yaitu:
“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.

Penggolongan warga binaan yang diatur di dalam Pasal 1 angka 5
tersebut dibagi lagi dalam beberpa golongan warga binaan pemasyarakatan,
yaitu:

a. Narapidana
1) Narapidana Laki-laki
2) Narapidana Wanita
b. Anak didik pemasyarakatan

1) Anak Pidana anak yang berdasarkan putusan
pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling
lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2) Anak negara anak yang berdasarkan putusan
pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik
dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

3) Anak sipil anak yang atas permintaan orang tua atau
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk
dididik di LAPAS  Anak paling lama sampai
berumur 18 (delapan belas) tahun.

c. Klien pemasyarakatan

1) Terpidana bersyarat

2) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang
mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti
menjelang bebas



5.

40

3) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan,
pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh
atau badan sosial.

4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri
atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial

5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan,
bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau
walinya.

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu untuk membuat jera para
terpidana melainkan juga memperbaiki para terpidana dengan mewajibkan
mereka mentaati peraturan-peraturan tata tertib dan mendidik mereka secara
sisitematis untuk melakukan pekerjaan. Selain itu ada juga tujuan
pemidanaan menurut pendapat lain yaitu:

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar
menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara
yang baik dan bertanggung jawab.

b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan
yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang
Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di
sidang pengadilan.

c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan /
para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan
benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti
pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan serta benda-benda yang
dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan
pengadilan.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan
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Fungsi lembaga Pemasyarakatan menurut pasal 3 Undang — Undang
Dasar yaitu: “Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan
kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Fungsi utamanya adalah melakukan pembinaan narapidana yaitu
terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan, sehingga dengan kenyataan tersebut berarti lembaga
pemasyarakata telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi yang
pertama yaitu melaksanakan pembinaan narapidana.
Sasaran

Sasaran pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan
Pemasyarakatan ~ adalah  meningkatkan  kualitas Warga  Binaan
Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi
kurang, yaitu:

a. Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kualitas intelektual.

c. Kualitas sikap dan perilaku.

d. Kualitas profesionalisme / ketrampilan ; dan

e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya
terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya

meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan



42

indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai

dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

a.

b.

Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada
kapasitas.

Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka
pelarian dan gangguan kamib.

. Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang

bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan
integrasi.
Semakin menurunya dari tahun ketahun angka
residivis.

. Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan

kebutuhan berbagai jenis / golongan Narapidana.

Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana
yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah
70:30.

. Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan

Pemasyarakatan sama dengan prosentase  di
masyarakat.

. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal

manusia Indonesia pada umumnya.

Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan
terpelihara, dan

Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang
menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke
dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin
berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam
Lembaga Pemasyarakatan.

7. Hak Pistole

Menurut Pasal 23 KUHP yang berbunyi :

“hanya orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya

sendiri boleh sekedar meringankan nasibnya, menurut

aturan-aturan yang akan ditetapkan dalam Undang-

undang”
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Maka Hak pistole yaitu suatu hak terpidana untuk memperbaiki
kehidupannya didalam lembaga dengan biaya sendiri dapat mengusahakan
kemudahan-kemudahan  bagi  hidupnya selama dalam lembaga
pemasyrakatan misalnya mengurusi makanan dan atau alat-alat tidur dengan
melalui petugas lembaga pemasyarakatan.

Mengacu pada pandangan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu
lembaga pembinaan, jelas diskriminasi tidak dapat dibenarkan, selain itu hal
tersebut tidak sesuai dengan asas equality before the law atau persamaan
didepan hukum yang non diskriminasi.

Asas Equality Before The Law

Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah
salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu
sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara
berkembang seperti Indonesia. Perundang-undangan Indonesia mengadopsi
asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan
Wetboek van Koophandel voor Indonesie (KUHDagang) pada 30 April 1847
melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak
sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi
ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum
kolonial.

Asas Equality Before The Law tercantum di dalam Penjelasan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan
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bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama di muka hukum dengan

tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Disamping itu, asas ini juga tertuang di dalam pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

berbunyi:
"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang".
Kewenangan Kalapas
Pasal 46 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
Pemasyarakatan mengatur bahwa:
Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan
keteriban di LAPAS yang dipimpinnya.
Pasal 47 Undang-undang No. 12 Tahun 1995
Pemasyarakatan menjelaskan bahwa :

(1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan
disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap
Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar
peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan
LAPAS yang dipimpinnya.

(2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 dapat berupa:

a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi
narapidana atau anak pidana; dan atau

b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Petugas Pemasyarakatan dalam memberikan tundakan
disiplin  atau  menjatukan  hukuman  disiplin
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib:

Tentang

Tentang
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a. Memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil
dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan

b. Mendasarkan tindakannya pada perarutan tata tertib LAPAS
(4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah

dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 huruf a, apabila mengulangi

pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat

dijatuhi lagi hukuman tutup sunyi paling lama 2 (dua)

kali 6 (enam) hari.

10. Sanksi Bagi Pegawai Pemasyarakatan
Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH 16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai
Pemasyarakatan yang berbunyi:

(1) Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan
pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. Pernyataan secara tertutup; atau
b. Pernyataan secara terbuka.

(4) Dalam hal Pegawai Pemasyarakatan dikenakan sanksi
moral sebagaimana dimaksud pada aya (3) harus
disebutkan Kode Etik yang dilanggar oleh Pegawai
Pemasyarakatan tersebut.

(5) Pejabat  Pembina  Kepegawaian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapal mendelegasikan
wewenang kepada Pejabat lain di lingkungannya
sampai dengan pengkat paing rendah Pejabat
Struktural Eselon IV sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

Adapula sanksi Administratif yang diberikan kepada Pegawai

Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 26 pada Peraturan Menteri Hukum Dan
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Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode
Etik Pegawai Pemasyarakatan yang berbunyi:
Pegawai Pemsyarakatan yang melakukan pelanggaran
Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dapat dikenakan
tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



